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ABSTRAK 

 

 

Persoalan utang-piutang adalah persoalan klasik yang kerap menimbulkan konflik di 

kemudian hari bila tidak ditunaikan. Pemicu utamanya lantaran si pengutang tidak menepati janji 

untuk melunasi pinjamannya. Bahkan, tak sedikit proses penagihan utang berujung kontak fisik. 

Di era milenial yang didukung dengan kemajuan teknologi, tak jarang pihak pemberi utang 

memilih untuk memviralkan identitas seseorang karena gagal melunasi utangnya. Di berbagai 

platform media sosial orang-orang tak segan membuka identitas seseorang yang berutang.  

 

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu apakah bentuk sanksi pidana 

terhadap pelaku pencemaran nama baik terkait utang piutang di media sosial menurut Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bagaimana 

bentuk perlindungan hukum terhadap korban piutang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan 

yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Sumber data atau 

bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yang terdiri atas bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengolahan bahan menggunakan metode 

deskrptif analisis. Selanjutnya analisis data dengan mengorganisasikan data dalam rangka 

menginterpretasikan data secara kualitatif. 

 

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik 

ditransmisikan ke dalam jaringan dan kemudian disebarkan, maka hal tersebut sudah bisa dijerat 

oleh Pasal 27 (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik dan Tuduhan atau pencemaran nama 
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baik terkait penagihan utang piutang, yang ditulis melalui media sosial tidak bisa dihukum sebagai 

penghinaan maupun pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pencemaran 

nama baik, penghinaan, itu tidak bisa dipisahkan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 310 KUHP. 
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